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KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam melakukan perencanaan tenaga kerja telah mengklasifikasikan jenis pekerjaan, status hukum tenaga kerja, dan waktu kerja, dengan kata lain alas hukum pengklasifikasian tersebut dibuat sistem perjanjian outsourcing, perjanjian outsourcing tersebut dalam Pasal 59 Juncto Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) diatur tentang perlindungan hukum pekerja outsourcing yaitu kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi antara lain:  “Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja, unsur hukum ketenagakerjaan dalam perusahaan outsourcing adalah : Pihak pemberi kerja; Perusahaan penyedia tenaga outsourcing; Objeknya adalah pekerjaan borongan yang sifatnya sementara; Subjeknya adalah tenaga outsourcing; dan Adanya hak dan kewajiban para pihak sesuai yang diperjanjikan para pihak.
Selanjutnya, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur lebih khusus mengenai aturan di atas yaitu sebagai berikut :
ayat (1)

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 

ayat (2) 

Penyedia jasa pekerja / buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

ayat (3) 

Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

ayat (4) 

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain dinilai tidak memberikan kepastian hukum. ketidakpastian hukum tersebut terkristalisasi dengan adanya beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara tuntutan kepastian hukum perusahaan pemberi pekerjaan (PT.Kasakata Kimia), yang dalam pengadilan tingkat Kasasi telah mengalami kekalahan dalam melawan Termohon pihak pekerja / buruh, ketidak pastian hukum terkristalisasi terutama pada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, penetapan lembaga bipartit, terutama mengenai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (core bussines), pekerjaan jasa penunjang tersebut meliputi:

1. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
2. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
3. Usaha tenaga pengaman (security / satuan pengamanan);
4. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
5. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja.
Ketidakpastian hukum dalam aturan tersebut berkembang dari jenis pekerjaan, menjadi  status hukum tenaga kerja, dan waktu kerja (PKWT dan atau PKWTT), hal jenis pekerjaan yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 lahir dari adanya pengaturan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang Ketentuan Peralihan, dimana mengatur mengenai :

1. Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

2. Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

Pasal 34 Ayat (2) juncto Pasal 17 Ayat (3) dan perjanjian kerja  merupakan sumber hukum bagi para pihaknya. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata,“Tiap-tiap Perikatan dilahirkan karena baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dan perjanjian bisnis penggunaan jasa tenaga kerja antara Pihak Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja dan pihak penyedia jasa tenaga kerja (vendor). Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata tentang akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kedudukan hukum perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dalam perjanjian penggunaan jasa tenaga kerja dinilai rentan terhadap adanya gugatan, gugatan tersebut lahir dari adanya :

1. Perencanaan tenaga kerja telah mengklasifikasikan jenis pekerjaan , status hukum tenaga kerja, dan waktu kerja, dengan kata lain alas hukum pengklasifikasian tersebut berasal dari sistem perjanjian outsourcing.
2. Perjanjian kerjasama/bisnis dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/vendor yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Praktek yang terjadi, dalam Perkara gugatan antara PT Kasakata Kimia (Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja) dan M.Syafei, Tri Wahono Dkk (Tenaga Outsourcing) PT Chemipro Dwitunggal Sejati yang berkedudukan sebagai Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja,  bahwa dalam duduk perkaranya PT Kasakata Kimia telah menghentikan perjanjian kerjasama penyediaan jasa tenaga kerja secara sepihak dengan PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan alasan agar tidak malanggar ketentuan Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012.1 adanya sengketa antara PT.Kasakata Kimia (Penggugat) dan M.Syafei , Tri Wahono Dkk sebagai tenaga kerja outsourcing disebabkan karena penerapan regulasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: 

Ayat (1), Junto ayat (3) bahwa :

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis, dan harus berbadan hukum

ayat (2)

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

ayat (8)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan peraturan pelaksana yaitu Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012,  secara teknis dan sesuai fakta hukumnya telah mengatur tentang kontrak perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja. Perkara Nomor : 33/ G/2014/PHI/PN.BDG, telah diputuskan Majelis Hakim, yaitu: Merintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (PT. Kasakata Kimia) untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat serta Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Juli 2014 sebesar total Rp 477.400.000.

Adanya ketidakpastian hukum tentang pengklasifikasian jenis pekerjaan, status hukum tenaga kerja, dan waktu kerja, aturan sumber hukum yang direfleksikan kedalam kontrak dinilai mengancam keberlangsungan perusahaan pengguna tenaga kerja yang dengan sama-sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja telah mempekerjakan tenaga kerja outsourcing pada lini bisnis yang bertolak belakang dengan aturan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selama ini sumber hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak seharusnya dapat melindugi para pihak,2 terutama pihak perusahaan pengguna jasa tenaga kerja. Praktik di lapangan penulis meneliti dari beberapa sengketa hubungan industrial, khususnya mengenai jenis pekerjaan yang diatur dalam Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, dan buruh dengan status outsourcing
Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas, kedudukan hukum perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dinilai lemah, hal tersebut karena tidak didukung oleh adanya jaminan kepastian hukum yang memadai dalam bentuk perundang-undangan,3 sehingga banyak menimbulkan perselisihan hubungan Industrial di Pengadilan, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk tesis dengan judul:

“KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”.

2. Identifikasi Masalah

a. Bagaimanakah kedudukan hukum perusahaan pengguna jasa tenaga kerja outsourcing menurut peraturan perundang-undangan?
b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing di PT Kasakata Kimia?
c. Bagaimanakah Perlindungan Hukum pada perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dalam perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja menurut Prinsip Kepastian Hukum?
B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Perjanjian penyediaan antara PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati  memiliki sifat / karakter mimimal, tidak baku, dan kurangnya memuat klausul pengikatan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, adanya faktor kepercayaan para pihak dalam Perjanjian penyediaan antara PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, sangat rentan menemui sengketa antara kedua belah pihak dan yang menjadi korban adalah tenaga kerja outsourcing, PT.Kasakata Kimia sebagai pengguna jasa memiliki kedudukan bargaining yang baik dalam perjanjian karena dalam hal ini PT.Kasakata Kimia  adalah pemilik modal (investor).

Analisa keabsahan Perjanjian penyediaan antara PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati dimulai dari klausula yang lahir dari adanya pembatalan perjanjian atau diakhiri oleh salah satu pihak (PT.Kasakata Kimia), dari pembatalan tersebut lahir hubungan hukum baru antara hukum antara PT.Kasakata Kimia dan tenaga kerja outsourcing, PT.Kasakata Kimia  melakukan pemutusan hubugan kerja pada tenaga kerja outsourcing, dalam hal ini PT.Kasakata Kimia tidak memiliki hubungan hukum dengan tenaga kerja outsourcing. Yang seharusnya dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja antara PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati adalah adanya objek jaminan, objek jaminan merupakan salah satu bentuk penyeimbang kedudukan antara  PT.Kasakata Kimia dengan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati. 

Jaminan  adalah benda, hukum benda menjadi pelengkap hukum jaminan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum
, Terdapat 2 (dua) jenis jaminan kebendaan dalam KUH Perdata, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan sebagaiamana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan khusus terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droite de suite) dan dapat diperalihkan (contoh hipotik, gadai, anjak piutang dan lain-lain
Kedudukan hukum PT.Chemipro Dwitunggal Sejati  yang berada dalam posisi tawar, mengharuskan adanya penyeimbang dalam kedudukan dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja, benda yang diagunkan oleh PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, menurut hemat penulis bukan hanya sekedar benda, atau sejumlah uang deposit, melainkan dalam adanya pembuatan perjanjian pelengkap dari perjanjian utama mengenai penyelesaian sengketa dan kewajiban pembebanan tanggungjawab hukum bagi tenaga kerja outsourcing. 

Benda atau uang yang dijaminkan pada PT.Kasakata Kimia memiliki akibat hukum, salah satunya adalah munculnya  risiko yang berdampak pada pemenuhan prestasi pada salah satu pihak, namun adanya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bagaimana PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati  menyetujui benda atau uang sebagai agunan sebagai penyeimbang kedudukan dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja dengan tujuan perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing mendapatkan perlindungan hukum.

2. Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Di PT. Kasakata Kimia
Perjanjian outsorcing Syafei dan kawan kawan dengan PT. Chemipro,  Dwitunggal Sejati pada dasarnya PT Chemipro Dwitunggal Sejati merupakan penjamin yang  berbentuk badan hukum resmi dimana dalam segi das sein Syafei dan kawan kawan telah secara nyata dirugikan oleh PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, dalam hal Syafei dan kawan kawan telah memenuhi unsur Schaden, adanya pemutusan hubungan kerja dan tidak dibayarnya uang gaji karena adanya wanprestasi dari pihak PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, selain itu doktrin mengenai unsur Opportunity loss mengenai kehilangan keuntungan yang dialami oleh PT.Kasakata Kimia. PT.Chemipro Dwitunggal Sejati yang telah lalai wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu : Pemenuhan perikatan; Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; Ganti kerugian; Pembatalan perjanjian timbal balik; dan Pembatalan dengan ganti kerugian.

Ketentuan pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada PT. Chemipro Dwitunggal Sejati yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi dalam BW memperincikan ke dalam  kategori, yaitu : 

1. Biaya, artinya setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.

2. Kerugian, artinya keadaan berkurangnya nilai kekayaan Syafei dan kawan kawan sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak PT. Chemipro Dwitunggal Sejati

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerdata sehingga terjadinya kerugian, adalah sebagai berikut :

1. Komponen kerugian.  Komponen kerugian yang dapat diberikan ganti rugi terdiri dari : Biaya;Kerugian; dan  Bunga. 

Starting Point dari ganti rugi atau atau dimulai diwajibkan suatu pembayaran ganti rugi adalah : 

a. Sejak dinyatakannya wanprestasi, PT. Chemipro Dwitunggal Sejati tetap melalaikan  kewajibannya, atau

b. Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dinyatakannya wanprestasi, PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dapat membuat atau memberikan sesuai yang diperjanjikannya tersebut.

2. Saat terjadinya kerugian . Kerugian yang harus diberikan ganti rugi oleh PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dalam hal adanya wanprestasi, terhadap suatu perjanjian adalah kerugian yang berupa :

a. Kerugian yang benar-benar diderita Syafei dan kawan kawan karena adanya pemutusan hubungan kerja sepihak;

b. Kehilanganan keuntungan yang sedianya harus dapat diterima oleh Syafei dan kawan kawan.

3. Kerugiannya merupakan akibat langsung. Ganti rugi dapat dimintakan oleh Syafei dan kawan kawan  dari PT. Chemipro Dwitunggal Sejati yang melakukan wanprestasi terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, seandainya tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak PT. Chemipro Dwitunggal Sejati (Pasal 1248 KUHPerdata).

4. Ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila dalam suatu kontrak ditentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak PT.Chemipro Dwitunggal Sejati jika PT. Chemipro Dwitunggal Sejati wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak, tidak boleh dilebihi atau dikurangi (Pasal 1249 KUHPerdata). 

5. Ganti rugi  tentang pembayaran sejumlah uang. Ganti rugi ini disebabkan oleh keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. Ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada peraturan perundang-undangan khusus yang menentukan sebaliknya;

b. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian terhadap Syafei dan kawan kawan; dan 

c. Pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh Syafei dan kawan kawan, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena hukum.

Mengenai bentuk ganti rugi, pada dasarnya yang lazim dipergunakan adalah uang, sebenarnya PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dapat mengembalikan pada keadaan semula, yaitu kembali pada jalur perjanjian ikatan kerjasama yang telah disepakati dengan Syafei dan kawan kawan, dan mematuhi klausul perjanjian dan adanya larangan untuk mengulangi kesalahan PT. Chemipro Dwitunggal Sejati. Syafei dan kawan kawan telah dirugikan oleh PT. Chemipro Dwitunggal Sejati,  yaitu berupa kerugian materil, yaitu tidak dibayarnya uang gaji dan pemutusan hubungan kerja sepihak, namun terdapat kerugian yang didak dapat ditafsirkan kerugian immateril, yaitu kerugian yang diderita yang tidak dapat dinilai dengan uang.

3. Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Menurut Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang  dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak  dibolehkan menyimpang, hal ini  dikenal juga dengan istilah  fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Pada prakteknya ketidakpastian hukum dalam perjanjian outsourcing menjadi suatu hal yang lahir karena adanya dualisme.  Dualisme dalam perjanjian outsourcing adalah adanya kedudukan hukum yang tidak sama atau tidak adanya persamaan hak dan tidak adanya keseimbangan, karena dalam hal ini posisi PT.Kasakata Kimia berada dalam posisi tawar (bargaining potition) yang tidak diuntungkan, pada dasarnya perjanjian outsourcing adalah hubungan hukum antara PT.Kasakata Kimia dengan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, dan PT.Kasakata Kimia berada dalam posisi sebagai majikan. Dengan kata lain, perjanjian outsourcing adalah suatu perjanjian antara suatu pihak dengan pihak, pada salah satu pihak merupakan majikan (investor) pemegang saham, dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati sebagai penjamin sebagai wadah pekerja outsorcing memiliki kedudukan hukum sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah

Pandangan dualisme di atas telah tergantikan oleh Permenakertrans 19 Tahun 2012, bahwa pembedaan pekerjaan inti dan pekerjaan penunjang pekerjaan inti pada hakikatnya merupakan kebutuhan kerja, adanya nota pegawasan terhadap PT.Kasakata Kimia yang mempekerjakan tenaga kerja outsorcing dalam pekerjaan intinya yaitu menempatkan sebagai pekerja di produksi masterbatch artinya PT. Kasakata Kimia membutuhkan tenaga kerja dengan upah minimum rata-rata (upah rendah) , sedangkan tenaga kerja yang diangkat secara pendidikan dan pengalaman kerja membutuhkan biaya upah yang tinggi karena pengalamannya.

 Pemutusan hubungan yang terjadi yaitu posisi syafei dkk  sebagai akibat hukum dibatalkannya perjanjian outsourcing dengan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, dalam hal ini PT.Kasakata Kimia selaku pengguna jasa tenaga kerja, tidak bertentangan dengan Buku III KUH Perdata Pasal 1603e sampai dengan Pasal 1603w, yaitu:
1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja

3. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan / pengusaha

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan.

Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja demi hukum dan pengaturan mengenai hak gaji yang tidak dibayarkan pada Syafei dan kawannya telah didukung oleh payung hukum yang telah dijelaskan di atas, hal ini menjadi suatu dasar perlindungan hukum bagi PT.Kasakata Kimia dan Syafei dan kawan -kawan yang telah dirugikan secara materil dan immateril.

Perlindungan hukum terhadap PT.Kasakata Kimia dan Syafei dkk yang mengalami pemutusan hubungan kerja demi hukum, tidak termuat dalam klausul perjanjian outsorcing, pemutusan kerja demi hukum pada dasarnya merupakan akibat hukum baru yang lahir dari perjanjian sebelumnya, tentunya hal ini perlu adanya suatu perjanjian kerja baru antara PT.Kasakata Kimia dan Syafei dkk mengenai hak dan kewajibannya.

Praktek yang terjadi dalam penyelesaian hukum yang terjadi, hakim telah memberikan kepastian hukum dalam memutus status hubungan kerja yang terjadi, dengan menerapkan  norma dasar dalam menentukan status hubungan kerja dengan perusahaan pengguna dalam hal ini PT. Kasakata Kimia, yaitu mengacu pada Pasal 64, Pasl 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana mengatur syarat pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan tenagakerja dengan status outsorcing. Kemudian berkaitan dengan unsur kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), nyatanya hakim juga melihat bahwa hubungan kerja yang terjadi apabila syarat jenis pekerjaan tidak terpenuhi, maka para pekerja tersebut menjadi pekerja perusahaan penerima jasa. Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, jelaslah bahwa upaya hukum yang telah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah menggunakan upaya hukum penyelesaian perselisihan melalui pengadilan khusus yanitu Pengadilan Hubungan Industrial.

Selanjutnya, mencegah adanya suatu wanprestasi maka sangat diperlukan mengenai makna yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan itikad baik itu adalah pelaksanaan perjanjiannya sesuai dengan kebiasaan hukum dan atau Undang-undang serta sesuai dengan kejujuran dan keadilan, namun jika suatu perjanjian outsorcing dalam hal ini PT Chemipro Dwitunggal Sejati tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya, maka dalam hal ini PT Chemipro Dwitunggal Sejati merupakan pihak yang bertanggungjawab atas  pemutusan kerja yang lahir karena demi hukum , tentunya PT. Chemipro Dwitunggal Sejati memiliki kewajiban hukum untuk membayar uang upah  Syafei dan kawannya.

Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian outsorcing tidak secara jelas, bentuk perlindungan hukum bagi PT.Kasakata Kimia dan Syafei adalah dengan menggunakan lembaga somasi atau gugatan yang akan dilayangkan pada PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, selain itu terdapat klausul perjanjian yang memuat mengenai pemilihan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Perjanjian yang didalamnya mengandung muatan perlindungan hukum, maka secara jelas Hakim akan mempergunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, dalam pertimbangannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan memberikan jaminan kesamaan kesempatan tanpa adanya diskriminasi. Atas analogi tersebut maka jaminan tanpa diskriminasi seharusnya berlaku pula bagi PT.Kasakata Kimia, yaitu bentuk perlindungan hukum. penerapannya adalah dalam pemohonan Peninjauan kembali seharusnya Hakim dapat menemukan hukum baru, serta adanya novum dari PT Kasakata Kimia yaitu tidak dipenuhinya syarat formil PT.Chemipro Dwitunggal Sejati  sebagai pangkal masalah batalnya perjanjian outsorcing PT.Kasakata Kimia dan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati, sehingga Syafei sebagai tenaga kerja outsorcing menjadi korban.

Oleh karena itu, dalam rangka kepastian hukum, perlindungan hukum yang dapat diusahakan oleh PT.Kasakata Kimia dan Syafei dkk adalah:

1. Terkait aspek hukum ketenagakerjaan dimana terdapat perjanjian perjanjian outsorcing antara Syafei dengan PT.Chemipro Dwitunggal Sejati sebagai penjamin, dimana Syafei dapat mengajukan somasi dan atau gugatan pada pihak PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dan memilih penyelesaian perselisihan dengan gugatannya melalui pengadilan hubungan industria karena telah mengakibatkan terjadinya pemutusan kerja.

2. Dalam RPJMN 2004-2009, disebutkan mengenai program perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja yang direalisasikan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial diharapkan penyelesaian perselisihan dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, dalam hal ini PT.Kasakata Kimia dapat disejajarkan tingkatannya, sehingga terdapat persamaan hak dan kewajibannya.

3. Pengaturan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1243-1252, KUHPerdata mengatur mengenai ganti rugi, dimana PT. Chemipro Dwitungal Sejati yang tidak memenuhi prestasi dapat dimintakan ganti rugi oleh PT.Kasakata Kimia dan Syafei dkk.

Bentuk perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertulis dalam Pasal 4(c) yaitu, diberikannya jaminan dan mewujudkan kesejahteraan, selain itu PT.Kasakata Kimia juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh persamaan hukum. 
C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kedudukan Hukum Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Outsourcing (PT.Kasakata Kimia) yaitu sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban hanya dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja (perusahaan Outsourcing), dan bukan dengan tenaga kerja;

b. Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Antara PT.Kasakata Kimia dan PT Chemipro Dwitunggal Sejati tidak sesuai dengan regulasi outsourcing yang terdapat pada Pasal 64-66 Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai klausul jenis pekerjaan penunjang maupun legalitas perjanjian tersebut yang tidak dilakukan waarmerking pada notaris, perjanjian kerjasama penyedian tenaga kerja outsourcing tersebut hanya di daftarkan pada dinas tenaga kerja setempat sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan sengketa; 

c. Perlindungan Hukum PT. Kasakata Kimia dalam Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing menurut prinsip kepastian hukum yaitu berhak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh persamaan dimata hukum. Bentuk perlindungan hukumnya adalah dengan dilakukannya mediasi atas wanprestasi PT.Chemipro Dwitunggal Sejati dengan akibat hukumnya adalah pemenuhan pembayaran upah secara tanggung renteng pada tenaga kerja Outsourcing.

2. Saran
a. Kedudukan Hukum Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Outsourcing menurut Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya telah dikuatkan oleh perangkat undang-undang tentang penanaman modal asing, diharapkan terdapat regulasi baru yang lebih khusus mengatur mengenai akibat hukum perjanjian outsorcing khususnya terhadap tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja;
b. Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja outsourcing Antara Perusahaan Pengguna dan Penyedia Jasa Tenaga kerja seharusnya dilengkapi dengan klausula pemenuhan syarat formil perusahaan penyedia jasa tenaga kerja diatur sebagai syarat administratif yang penyelesaiannya sesuai dengan proses kerja notaris, seperti contoh perubahan AD/ART, NPWP dan Izin lainnya, sehingga perjanjian kerjasama penyediaan tenagakerja tersebut mengikat antara kedua belah pihak;
c. Perlindungan hukum dalam Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja outsourcing menurut Prinsip Kepastian Hukum adalah dengan memberikan fasilitas mediasi untuk memperbaiki dan mengembalikan pada kondisi semula guna mencegah adanya kerugian dari penambahan tenaga kerja sebagai konsekuensi putusan Hakim Kasasi.
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